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Abstrak − Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan 

leverage terhadap tax avoidance, serta peran moderasi corporate governance yang diproksikan 

melalui kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021. Teknik analisis yang digunakan adalah 

Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS. Sampel dipilih 

menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 21 perusahaan yang memenuhi kriteria 

selama periode lima tahun observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan capital intensity tidak berpengaruh 

signifikan. Kepemilikan institusional terbukti mampu memoderasi pengaruh capital intensity dan 

profitabilitas terhadap tax avoidance, namun tidak memoderasi pengaruh leverage. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa corporate governance dapat memperkuat hubungan antara beberapa 

karakteristik keuangan dengan praktik penghindaran pajak, namun tidak selalu efektif pada semua 

jenis keputusan manajerial, khususnya yang berkaitan dengan leverage. 

Kata Kunci: Tax Avoidance, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional. 

 

Abstract − The study aims to challenge the impact of capital intensity, profitability, and leverage 

against tax avoidance, as well as the moderate role of corporate governance based on institutional 

ownership of the Indonesia stock exchange. The analysis technique used is partial least squares with 

the help of warppls software. The sample was selected using impressive. sampling methods and 

produced 21 companies that met the criteria during the five-year period of observation. Research 

shows that profitability and leverage have a significant impact on tax avoidance, while capital 

intensity does not have a significant impact. Institutional ownership has proven to modernize the 

impact of capital intensity and profitability against tax avoidance, but has not modernized leverage. 

The findings indicate that corporate governance can strengthen the relationship between some 

financial characteristics and tax evasion practices, but not always effective on all kinds of 

managerial decisions, especially those with leverage. 

Keywords: Tax Avoidance, Capital Intensity, Profitability, Leverage, Institutional Ownership. 

 

PENDAHULUAN 

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia. 

Berdasarkan data APBN 2023, penerimaan perpajakan mencakup lebih dari 80% total 

penerimaan negara, menunjukkan peran vital sektor ini dalam pembiayaan pembangunan 

nasional dan penyediaan layanan publik (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dalam sistem 

keuangan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun 

dana, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi dan distribusi pendapatan 

secara adil. 

Sebagai salah satu sumber pendapatan yang besar, pajak berperan besar dalam 

Peningkatan perekonomian nasional pada Pemerintah Indonesia. Pajak yang dipungut oleh 

negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran 

pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di 
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bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang 

tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari 

beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self 

assessment yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab 

kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Namun demikian, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) masih menjadi 

tantangan besar bagi pemerintah. Tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum, tetapi sering 

kali memanfaatkan celah regulasi. Fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi 

penerimaan negara, menciptakan ketimpangan fiskal, dan menimbulkan ketidakadilan dalam 

sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan reformasi besar-besaran 

di bidang perpajakan. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang merevisi sejumlah 

ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU ini memperkuat tata kelola, 

memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan 

berbasis teknologi dan integrasi data (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). 

Tax avoidance terjadi karena perusahaan memiliki tujuan tentang meminimalisir 

pengeluaran beban pajak perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak yang 

berdampak baik terhadap pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Perkembangan 

perusahaan atau entitas bisnis yang semakin pesat ini akan meningkatkan konflik 

kepentingan antara pihak principal dan agent. Asumsi bahwa manajemen yang terlibat 

dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan. Tetapi, dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan terkadang manajemen memiliki tujuan pribadi yang 

bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang 

disebut dengan masalah agensi (agency problem) akibat adanya asymmetric information.  

Fenomena tax avoidance di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama di tengah 

upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Praktik 

penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan melalui berbagai strategi legal, seperti 

pengelolaan beban penyusutan aset tetap (capital intensity), pengaturan struktur pendanaan 

(leverage), serta optimasi laba (profitabilitas) yang dapat berdampak pada pengurangan 

pajak terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan secara langsung. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2022), terdapat kecenderungan 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi melakukan praktik tax avoidance yang agresif untuk 

menjaga laba bersih setelah pajak. Sementara itu, perusahaan dengan leverage tinggi 

memanfaatkan interest tax shield, yaitu potongan pajak dari pembayaran bunga utang, untuk 

menekan beban pajaknya. Di sisi lain, penggunaan aset tetap yang besar memungkinkan 

perusahaan mengoptimalkan beban penyusutan untuk menurunkan laba kena pajak. 

Hal ini mendorong pentingnya mempertimbangkan mekanisme tata kelola perusahaan 

(corporate governance), khususnya dalam bentuk kepemilikan institusional, sebagai faktor 

yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik keuangan 

perusahaan dengan keputusan perpajakan. 

Kepemilikan institusional diyakini mampu meningkatkan pengawasan terhadap 

manajemen dan mengarahkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya 

menguntungkan secara keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. 

Namun, dalam beberapa kasus, investor institusional justru dapat mendorong praktik 
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efisiensi pajak secara agresif demi menjaga nilai perusahaan. 

Beberapa peneliti meneliti hubungan antara capital intensity terhadap tax avoidance, 

diantaranya Adelina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga 

mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil 

(Hanum, 2013). Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang 

dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap. Rasio intensitas modal dapat 

menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk 

menghasilkan penjualan. Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva 

tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (dalam Pilanoria, 2016) 

menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimilki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk 

memotong pajak melalui akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini 

mengasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban 

pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang 

rendah. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan celah oleh perusahaan sebagai penghindaran 

pajak yaitu dengan memberikan depresiasi yang besar dari aktiva tetap sehingga beban 

pajak berkurang. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono 

(2015) serta penelitian oleh Dharma dan Noviari (2017) bahwa Capital Intensity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.  

Kondisi keuangan selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi tax avoidance 

adalah leverage. Dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan, biasanya sumber dana yang 

digunakan oleh perusahaan adalah dengan mengunakan modal sendiri maupun 

menggunakan hutang. Leverage ini menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Perusahaan yang 

melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan 

atas beban pokok dari pinjaman dan juga beban bunga dari pinjaman. Komponen beban 

bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak 

yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang (Siregar, 2016). Karena beban 

bunga dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen untuk 

melakukan penghindaran pajak, sehingga leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Kasus penghindaran tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh tata kelola perusahaannya (Corporate Governance) karena sebuah perusahaan 

merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur Corporate Governance 

mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi 

lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika Corporate Governance dalam suatu 

perusahaan. Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja 

perusahaan (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Arah kinerja 

perusahaan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Corporate Governance berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan 

membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahan di kategorikan 

Good Corporate Governance, apabila prinsip-prinsip pokok Corporate Governance yang 

terdiri dari keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas (accountability), 

responsibilitas (responsibilities), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan 

kewajaran (fairness) dijalankan dalam perusahaan dengan baik, sehingga dalam hal 

membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. 
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Penerapan Corporate Governance tidak sesuai dengan prinsip–prinsip yang seharusnya 

diterapkan dan tidak adanya pengawasan yang memadai, perusahaan dapat saja 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan hal ini merupakan praktik penghindaran 

pajak.  

Pada penelitian kali ini, peneliti bermaksud menjadikan Corporate Governance 

sebagai variable moderasi untuk menganalisis hubungan terjadinya tax avoidance apakah 

dapat diperkuat maupun diperlemah melalui. Lemahnya Corporate Governance yang 

diterapkan di dalam perusahaan, tentu saja dapat menentukan bagaimana perusahaan 

tersebut menerapkan manajemen pajaknya (Black dkk, 2011). Corporate Governance secara 

bersama-sama biasanya diukur menggunakan proksi Corporate Governance Indeks. Adanya 

keterbatasan Corporate Governance Indeks, dalam berbagai penelitian seringkali terkait 

Corporate Governance akan menggunakan proksi sebagai alat ukur. Ada beberapa proksi 

yang dapat menjadi alat ukur Corporate Governance yaitu komite audit, kualitas audit, dan 

Kepemilikan Institusional. Penelitian ini menggunakan salah satu proksi yaitu Kepemilikan 

Institusional. Hal ini dikarenakan Kepemilikan Institusional memiliki peranan penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, 

keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang 

efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor 

institusional terlibat dalam pengambilan strategis perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). 

Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan Institusional memainkan 

beberapa peran seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur 

pengambilan keputusan yang seharusnya pemantauan kinerja sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan 

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku oportunistik manajer.  

Perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi merupakan subjek dalam 

penelitian ini disebabkan sektor manufaktur khususnya industri barang dan konsumsi 

merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) maupun penerimaan pajak. Industri ini mencakup perusahaan-perusahaan yang 

memproduksi makanan, minuman, produk rumah tangga, dan barang kebutuhan pokok 

lainnya, dan memiliki karakteristik operasional yang padat modal, serta melibatkan 

distribusi dalam skala besar. Perusahaan seperti Unilever Indonesia, Indofood, Mayora 

Indah, dan lainnya mencatatkan laba yang konsisten dan kinerja keuangan yang kuat, 

bahkan di masa pandemi. Hal ini menjadikan subsektor barang konsumsi menarik untuk 

dianalisis dari perspektif perpajakan. 

Selama periode 2017–2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat berbagai 

tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor korporasi. Realisasi 

penerimaan pajak tidak selalu mencapai target. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi 

praktik tax avoidance yang belum terdeteksi sepenuhnya.  Tax avoidance dilakukan secara 

legal, namun seringkali bertentangan dengan semangat keadilan dan kepatuhan fiskal. 

Perusahaan umumnya memanfaatkan strategi efisiensi pajak melalui pengelolaan struktur 

modal (leverage), pengaturan depresiasi aset tetap (capital intensity), maupun 

pengoptimalan laba bersih (profitabilitas). Ketiganya berpotensi menurunkan beban pajak 

terutang tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengaruh ketiga variabel 

tersebut terhadap tax avoidance tidak selalu konsisten, tergantung pada kondisi internal 

perusahaan, terutama tata kelola. Di sinilah peran corporate governance menjadi penting, 

khususnya kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan 



108 

  

 

 

 

 

 

strategis perusahaan, termasuk kebijakan pajak.  

Dalam beberapa kasus, kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengendali untuk 

mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan kepentingan jangka panjang, 

namun pada sisi lain juga dapat memperkuat dorongan efisiensi pajak guna menjaga nilai 

perusahaan. Penelitian ini memfokuskan objek pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi karena sektor ini tergolong paling stabil dan kontributif terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB), serta memiliki karakteristik aktivitas operasional dan arus kas yang 

konsisten. Perusahaan barang konsumsi umumnya menghasilkan produk kebutuhan pokok 

dengan frekuensi transaksi tinggi dan siklus produksi tetap, sehingga memiliki struktur 

biaya tetap (fixed cost), aset tetap yang signifikan, dan tekanan laba yang tinggi, yang 

semuanya dapat berkaitan langsung dengan motivasi untuk melakukan tax avoidance. Selain 

itu, sektor ini cenderung mendapat sorotan dari masyarakat karena produknya digunakan 

oleh publik secara luas, sehingga transparansi dan kepatuhan fiskal perusahaan dalam sektor 

ini menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk 

mengkaji secara empiris pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax 

avoidance, serta sejauh mana corporate governance dalam bentuk kepemilikan institusional 

mampu memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2021. Berdasarkan 

fenomena dan permasalahan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance 

dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif yang bersifat kuantitatif. Dalam 

Sugiyono (2017), penelitian verifikatif memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau hasil 

penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori 

atau hasil penelitian sebelumnya.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian berlandaskan filsafaft positivme, penelitian ini digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

Sugiyono (2018). Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat verifikatif yaitu 

penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya 

bersifat sementara (hipotesis). Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuan, penelitian ini 

bersifat klausal yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

yang terdiri dari Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat, yaitu Tax Avoidance yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan WarpPLS 7.0, 

diketahui bahwa capital intensity (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

(Y), Ini berarti bahwa proporsi aset tetap perusahaan terhadap total aset tidak secara 

signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. 

Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat capital intensity tinggi belum tentu 

secara aktif memanfaatkan aset tetapnya untuk merancang strategi penghindaran pajak. 

Jika ditinjau dari sudut pandang teori keagenan (agency theory), hasil ini menunjukkan 
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bahwa keberadaan aset tetap yang tinggi tidak serta-merta dimanfaatkan oleh manajemen 

untuk kepentingan efisiensi fiskal. Dalam teori keagenan, diasumsikan bahwa terdapat 

konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana manajer 

memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. 

Salah satu bentuk keputusan tersebut dapat berupa upaya untuk meminimalkan beban pajak 

melalui strategi tax avoidance, demi meningkatkan laba bersih dan menampilkan kinerja 

keuangan yang baik. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh capital intensity terhadap tax 

avoidance dapat menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan yang diteliti, manajer tidak 

secara agresif memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap sebagai instrumen 

penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain struktur 

pengawasan internal yang kuat, keterbatasan dalam fleksibilitas fiskal, atau persepsi risiko 

terhadap praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Manajer juga mungkin lebih berhati-

hati dalam menyusun strategi perpajakan yang berbasis pada aset tetap karena sifatnya yang 

jangka panjang dan kompleksitas dalam pengaturannya. Dengan demikian, dari perspektif 

teori keagenan, hasil ini mengindikasikan bahwa potensi konflik antara prinsipal dan agen 

dalam konteks penggunaan capital intensity sebagai alat tax avoidance mungkin tidak 

muncul secara nyata, atau telah tereduksi oleh mekanisme pengawasan dan tata kelola 

perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Fitriani (2020) dan Pradika 

dan Suzan (2018), yang juga menemukan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, 

keberadaan aset tetap yang besar tidak selalu dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi 

kewajiban pajak secara agresif, dan praktik tax avoidance cenderung lebih dipengaruhi oleh 

variabel keuangan lain seperti profitabilitas dan leverage. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa profitabilitas (X2) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan 

tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hipotesis dan 

menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel profitabilitas dan tax 

avoidance. 

Dari perspektif teori keagenan (agency theory), hasil ini sangat relevan. Teori 

keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajer 

(agen), di mana agen dipercaya untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. 

Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang 

(information asymmetry), manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan 

yang lebih menguntungkan bagi dirinya, salah satunya dalam hal pengelolaan pajak. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki kewajiban 

pajak yang besar. Dalam situasi tersebut, manajer memiliki insentif untuk menyusun strategi 

agar beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, tanpa 

melanggar hukum. Tax avoidance kemudian menjadi salah satu opsi legal yang dipilih oleh 

manajemen untuk mempertahankan laba bersih setelah pajak tetap tinggi. Strategi ini dapat 

membantu menciptakan persepsi positif terhadap kinerja perusahaan, yang pada akhirnya 

mendukung tujuan manajer dalam meningkatkan kompensasi dan reputasi. Oleh karena itu, 

dari sudut pandang teori keagenan, hasil ini dapat dijustifikasi bahwa semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajemen melakukan tax 

avoidance sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal untuk mencapai tujuan keagenan. 

Dengan demikian, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula 
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dorongan bagi manajemen untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran 

pajak. Hal ini sejalan dengan argumen Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang menguntungkan memiliki motivasi lebih kuat untuk melakukan 

perencanaan pajak yang agresif namun legal. Hasil ini juga diperkuat oleh temuan penelitian 

sebelumnya seperti Sari & Martani (2018) serta Utama & Wahyudi (2019) yang juga 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap leverage (X3) menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax avoidance. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu 

perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan tax 

avoidance. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan dan selaras dengan berbagai studi 

sebelumnya yang menyatakan bahwa leverage memiliki peran penting dalam strategi 

penghindaran pajak perusahaan. 

Dari perspektif teori keagenan (agency theory), hasil ini dapat dijustifikasi melalui 

pemahaman bahwa struktur utang perusahaan berkaitan erat dengan potensi konflik antara 

prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Dalam situasi di mana perusahaan memiliki tingkat 

utang yang tinggi, manajemen akan berhadapan dengan tekanan dari dua sisi: dari pemilik 

untuk memaksimalkan laba bersih, dan dari kreditor untuk menjaga stabilitas pembayaran 

kewajiban. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi tersebut, manajer cenderung terdorong 

untuk mengambil keputusan yang dapat menurunkan beban fiskal, termasuk dengan cara 

melakukan tax avoidance. 

Selain itu, dalam sistem perpajakan di Indonesia, biaya bunga atas utang merupakan 

pengurang pajak (deductible expense), yang dikenal dengan istilah interest tax shield. 

Dengan memanfaatkan beban bunga dari pinjaman, perusahaan dapat menurunkan laba kena 

pajak, yang secara otomatis menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini menjadi 

insentif tersendiri bagi manajemen untuk meningkatkan penggunaan utang sebagai bagian 

dari strategi efisiensi pajak. Dalam konteks ini, leverage digunakan tidak hanya sebagai 

sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara legal, 

tanpa menimbulkan konflik hukum. 

Hasil ini mencerminkan adanya perilaku oportunistik manajemen, seperti dijelaskan 

dalam teori keagenan, di mana manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, yang dalam 

beberapa kasus dapat juga sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Tax avoidance 

melalui leverage memungkinkan manajemen menampilkan performa laba yang lebih baik, 

yang berpotensi meningkatkan kompensasi manajerial dan citra profesional mereka. Apalagi 

jika perusahaan tidak memiliki sistem tata kelola perusahaan yang kuat, potensi eksploitasi 

kebijakan keuangan untuk tujuan efisiensi fiskal ini bisa semakin besar. Dengan demikian, 

berdasarkan teori keagenan, hubungan positif antara leverage dan tax avoidance dapat 

dipahami sebagai bagian dari strategi manajemen untuk menyeimbangkan tekanan dari pihak 

kreditor dan pemegang saham, serta sebagai bentuk pengambilan keputusan yang 

mencerminkan insentif manajerial dalam konteks konflik keagenan 

Penelitian ini mendukung temuan dari Fitriany & Yani (2020) yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan leverage tinggi memiliki insentif untuk memanfaatkan penghematan 

pajak dari bunga pinjaman. Di Indonesia, potensi ini cukup besar mengingat pengawasan 

terhadap komponen biaya bunga masih memiliki kelemahan. Meskipun demikian, 

penggunaan utang secara berlebihan juga mengandung risiko keuangan dan solvabilitas. 

Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara efisiensi pajak dan keberlanjutan keuangan 

jangka panjang. 
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Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusinal terhadap Hubungan Capital Intensity 

dan Tax Avoidance 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate governance yang diukur melalui 

kepemilikan institusional mampu memperkuat hubungan antara capital intensity dan tax 

avoidance. Dalam artian, ketika tingkat pengawasan institusional meningkat, maka pengaruh 

capital intensity terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak 

menjadi lebih kuat. Dalam konteks ini, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi 

dan pengawasan yang ketat dari investor institusional lebih terarah dalam memanfaatkan 

komponen penyusutan aset tetap sebagai strategi legal penghematan pajak. 

Secara teori, temuan ini sejalan dengan agency theory, yang menyatakan bahwa 

keberadaan investor institusional dapat memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap 

manajemen. Pengawasan tersebut mendorong efisiensi dalam pengelolaan aset, termasuk 

dalam hal strategi fiskal seperti tax avoidance. Dalam kerangka ini, kepemilikan institusional 

tidak hanya bertindak sebagai pengawas yang membatasi perilaku oportunistik, tetapi juga 

memungkinkan pengambilan keputusan pajak yang lebih strategis dan terencana. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa corporate governance yang efektif melalui kepemilikan 

institusional dapat menjadi alat penguatan strategi penghindaran pajak yang berbasis aset 

tetap, bukan dengan mengarah pada pelanggaran, tetapi pada optimalisasi celah-celah legal 

yang diatur dalam sistem perpajakan. 

Penelitian yang mendukung hasil ini adalah Desai dan Dharmapala (2006) yang 

menunjukkan bahwa governance yang kuat dapat mendorong tax planning yang efisien, 

bukan semata-mata menghalangi tax avoidance. Fauzan dan Nurdin (2019) juga menemukan 

bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memoderasi hubungan antara faktor 

internal perusahaan dengan tax avoidance. 

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusinal terhadap Hubungan Profitabilitas dan 

Tax Avoidance 

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusinal secara signifikan 

memoderasi hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin 

besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka hubungan antara tingkat 

profitabilitas dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance menjadi 

semakin kuat. Dalam konteks ini, perusahaan yang memperoleh laba tinggi dan memiliki 

pengawasan dari pemegang saham institusional lebih cenderung mengelola pajaknya secara 

aktif dan strategis. 

Temuan ini dapat dijelaskan melalui agency theory, khususnya konsep konflik 

keagenan antara manajer dan pemilik. Menurut Jensen & Meckling (1976), kepemilikan 

institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan 

bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam hal ini, ketika 

perusahaan sangat menguntungkan, pemilik institusional cenderung mendorong manajemen 

untuk melakukan efisiensi pajak agar keuntungan bersih tetap maksimal—namun tetap 

dalam koridor legal. Maka dari itu, governance yang baik bukan hanya menekan tindakan 

oportunistik, tetapi justru mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih cerdas. 

Kepemilikan institusional memperkuat peran ini karena investor institusional memiliki 

pengetahuan dan pengaruh untuk mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak 

yang efisien. 

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung hasil ini, antara lain; Desai dan 

Dharmapala (2006) yang menyatakan bahwa corporate governance yang baik dapat berperan 

sebagai fasilitator tax planning, bukan semata sebagai penekan penghindaran pajak; Sari & 
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Martani (2018) yang menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung 

melakukan tax avoidance, terutama ketika terdapat pengawasan dari pemilik institusional. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dalam struktur 

tata kelola perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan 

melakukan tax avoidance. Governance yang baik bukan hanya mencegah penyimpangan, 

tetapi juga mendorong perusahaan melakukan strategi efisiensi pajak secara sah untuk 

mempertahankan performa keuangan yang optimal di mata investor dan publik. 

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusinal terhadap Hubungan Leverage dan Tax 

Avoidance 

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan dalam memoderasi hubungan antara leverage dan tax avoidance. Dalam artian 

besarnya pengawasan institusional dalam struktur kepemilikan tidak cukup untuk 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara leverage dan praktik penghindaran pajak. 

Secara teori, kondisi ini dapat dijelaskan melalui agency theory, terutama tipe konflik 

keagenan antara kreditur dan pemilik. Leverage yang tinggi mencerminkan ketergantungan 

perusahaan pada sumber pembiayaan eksternal (utang), di mana beban bunga dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pajak (tax shield). Namun, kepemilikan 

institusional sebagai alat pengawasan tidak selalu relevan terhadap penggunaan utang, 

karena kepentingan utama investor institusional lebih terfokus pada profitabilitas dan return 

saham ketimbang pengelolaan struktur modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak memiliki kekuatan moderasi yang cukup untuk memengaruhi 

hubungan leverage dengan tax avoidance. Penggunaan utang sebagai instrumen 

penghindaran pajak bersifat struktural dan tidak banyak bergantung pada pengawasan 

eksternal dari investor institusional. 

Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian Yulianti & Firmansyah (2020) yang 

menemukan bahwa corporate governance tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh 

leverage terhadap tax avoidance, karena leverage lebih berfungsi sebagai alat efisiensi biaya 

pajak yang telah melekat dalam struktur keuangan perusahaan. Apriani & Sari (2021) juga 

menemukan bahwa pengaruh leverage terhadap tax avoidance tidak dipengaruhi secara 

signifikan oleh kepemilikan institusional, karena kontrol institusi cenderung lebih fokus 

pada aspek laba dan efisiensi operasional. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai 

pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance, dengan 

corporate governance yang diproksikan melalui kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2017–2021, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, 

besarnya investasi dalam aset tetap tidak secara langsung mendorong praktik 

penghindaran pajak. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk 

melakukan efisiensi pajak melalui tax avoidance. 

3. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Penggunaan 

utang memungkinkan perusahaan memperoleh pengurangan beban pajak melalui 

bunga utang, sehingga semakin tinggi leverage, semakin besar kecenderungan tax 

avoidance. 
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4. Kepemilikan Institusinal memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax 

avoidance secara signifikan. Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara 

capital intensity dan tax avoidance, yang menunjukkan bahwa pengawasan dari 

institusi dapat mengarahkan perusahaan menggunakan aset tetap secara efisien untuk 

merencanakan pajak. 

5. Kepemilikan Institusinal juga memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax 

avoidance secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

memperkuat hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance, karena pengawasan 

yang ketat mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak dalam rangka 

mempertahankan performa laba. 

6. Kepemilikan Institusinal tidak memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance. 

Artinya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui leverage bersifat 

struktural dan tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan kepemilikan institusional. 

Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, penting untuk memahami bahwa strategi 

penghindaran pajak yang berlebihan berisiko terhadap reputasi dan kepatuhan hukum. 

Tata kelola perusahaan yang baik, terutama dari sisi kepemilikan institusional, dapat 

dimanfaatkan untuk mengarahkan tax planning yang sehat dan legal. 

2. Bagi investor institusional, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan 

aktif dalam pengawasan perusahaan dapat mendorong efisiensi pajak yang positif. 

Oleh karena itu, disarankan untuk terus meningkatkan peran dalam pengambilan 

keputusan strategis, termasuk strategi pajak. 

3. Bagi otoritas pajak dan regulator, perlunya pengawasan terhadap perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas dan leverage tinggi, karena dua faktor ini terbukti 

mendorong tax avoidance. Mekanisme audit dan pelaporan wajib pajak badan perlu 

diperkuat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ukuran 

perusahaan, komite audit, kualitas audit, atau variabel makro ekonomi. Selain itu, 

penggunaan pendekatan kualitatif atau mixed-method akan sangat membantu dalam 

memahami motivasi manajerial dalam praktik tax avoidance. 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian muncul dari hal-hal di luar kendali peneliti, seperti potensi 

bias pelaporan keuangan. Potensi bias dalam laporan keuangan merujuk pada kemungkinan 

bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan 

kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Potensi bias ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini karena laporan keuangan adalah 

salah satu sumber data utama. 

Keterbatasan penelitian selanjutnya yaitu dari pengaruh eksternal seperti perubahan 

regulasi pajak atau kondisi ekonomi global. Perubahan regulasi pajak adalah pergantian, 

penyesuaian, atau pembaruan aturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam 

kurun waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, perubahan regulasi pajak merupakan 

keterbatasan karena peneliti tidak bisa mengendalikan atau memprediksi efeknya terhadap 

perilaku perusahaan, khususnya dalam hal strategi tax avoidance. 
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